
BERITA DAERAH

KABUPATEN KUTAITIMUR

TAHUN 2017 NOMOR 36

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAITIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAITIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAITIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan hasil laporan

keuangan yang lebih relevan berdasarkan kondisi

saat ini atas posisi keuangan entitas, kinerja

keuangan, arus kas, transaksi dan peristiwa lain,

maka diperlukan adanya perubahan sistem

pengelolaan standar akuntansi Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah

Kabupaten Kutai Timur dipandang tidak relevan,

sehingga perlu dilakukan adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hurub b, dipandang

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat ...



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2003Nomor

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang ...



5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Peru bahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

10. Peraturan '"
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Nomor 310);

16. Peraturan ...
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Dana

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KUTAITIMUR.

PasalI

Mengubah Lampiran XI huruf c angka 64 Peraturan

Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan

akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

PasallI ...



-
-6-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan eli Sangatta
padatanggal 2 Agustus 2017

UR,

Diundangkan eli Sangatta
pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

YAH
RAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TABUN 2017 NOMOR 36


